PUTUSAN | bahwa pada tanggal 25 N 1997 Tergugat Juarkan Surat Keputusan

._—_ Lo Nomor : 174/KPTS/BAPEK/1997 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama

Nomor : 29 PK/TUN/2001 Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S04/KMK.01/UP/7/1996
tanggal9 Agustus 1996;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA bahwa Penggugat telah lama pissh ranjang dengan suami Penggugat sesuai
pernyataan dari RT setempat, sebelum ada peneri pegawai Depa K
MAHKAMAH AGUNG ! tahun anggaran 1995 dan resmi bercerai pada tanggal 16 Juli 1997 maka dengan

\
demikian segala perbuatan mantan suami Penggugat yaitu Sunardi tidak ada hubungan
lagi dengan Pengpgugat;

iksa permohonan Peninjauan Kembali telah bil putusan sebagai berikut bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang dan

dalam perkara : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku sesuai pasal 53
= . ayat 2 a, b, ¢, UU No. 5 tahun 1986 dan sangat merugikan kepentingan Penggugat
S TINI, bertempat tinggal di Kampung karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai pegawai
Pisangan Penggilingan Rt. 009 / Rw. 03 No.64 Jakarta Timur; Departemen Keuangan;
Pemohon Peninjaunkembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Megara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai

melawan : berikut ;

I 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyz;
E 3 EPE TAN, berkedu- :
JA BADAN PERTI 2. Menyatakan batal Surat Keputusan BAPEK (Badan Perimbangan Kepegawaian)

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN,
;. i et Jo. ililitan Jakarta Timur,
dukan di Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan L No.I74/KPTS/BAPEK/1997 tanggal 25 Nopember 1997, tentang penjatuhan

Termohon Peninjaun Kembali, dahulu Pemohon KasasifTergugat; hukuman disiplin atas nama Dra. Katarina Soemartini NIP: 060082992;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru, yang
Mahkamah Agung tersebut; isinya merehabilitir nama Penggugat dengan hak-hak kepegawaiannya dan
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohan memperkerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan
Peninjanan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Republik Indonesia seperti semula;
permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 25 4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara tersebut;

Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 yang telah berkekuatan hukum yang tetap,

inj ali dahulu sebagai Pemohon -
dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahul i Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung - RT tanggal 25 Nopember

Kasasi/Tergugat dengan posita P?*ﬂm sebagai berikut ; ) - 1999 No.127 KITUN/I999 yang telah berkekuatan tetap tersebur adalah sebagai
bahwa Penggugat bekerja di Dep K Republik Indonesia sejak e

tanggal 1 Juli 1993_3 : PR - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PERTIM-
bahwa Menteri Keuangan dengan ch;n]:san ll‘l:nor 3 SOfII(LM 7 . ) : BANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut:

tanggal 9 Agustus 1996 telah menj ukium berupa pemberhentan: o BE0E —  Membatalken putusen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen i 28l ! a Neg: g2

Kcug::gan dengan luduhl:l bahwa Penggugat telah inya Sunardi Desember 1998 No: 38/G/1998/PT.TUN.JKT:,

melakukan penipuan/pemerasan terhadap calon pelamar untuk masuk pegawai

Departemen Kauangan dan juga ditudub melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 DAN MENGADILI SENDIRI :

buruf E, F, G, H, ] dan pasal 3 ayat 1 huruf B, D, E, F Peraturan pemerintah
No. 30 tahun 1980,

behwa sebelumnya Penggugat oleh Departemen Keuangan tidak pemnah diberi
peringatan baik secara lisan maupun tertulis;

-  Menolak gugatan untuk seluruhnya;
—  Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik
dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi,
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yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlzh Rp.100.000,- (seratus ribu dibenarkan, karena Hakim Kasasi meliat dari aspek tersebut di bawah ini telah

rupiah); - terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai

berikut :

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum ‘ 1. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Mahkamah Agung RI terlalu berat,

i an Mahkamah Agung - RI tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/ tidak menjunjung rasa keadilan selaku Hakim Kasasi, sedangkan Hakim Kasasi

itahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Mei 2000 tersebut fungsinya sama dengan Judex Facti sepanjang alasan-alasan Pemohon
kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat diajukan Permohonan Kasasi lfrpcnull\:
Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha | 2 bahwn“dnlillalrdan fakta dan kejadiannya dalam perkara ini adalah perbuatan
Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan (“ulah ) suaminya yang 10 (sepulul) tahun lehih muda dari Pemohon Peninjauan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal | September 2001; Kembali dan nyaris Werklocs;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali dari Termohon- 3. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku karyawan (NS) Departemen
KasasifTergugat pada tanggal 4 September 2001 tersebut telah diberitahukan kepada Keuangan memang ]nlni membawa dokumen-dokumen pengrekrutan pegawai
pihak lawannya secara seksama; baru yr.!ng oleh suami Pemohon Peninjauan Kembali dokumen-dukumen tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena iy sesuai dengan pasal 68, 62, 71 dan 72 l;i-'ﬂl tkan untuk i tanpa huan sang istri
Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta (Pemohon Peninjauan Kembali);
alasan-alasannya yang dinjukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang 4. bahwa pemberhentian bagi Pemohon Peninj Kenibali adalah tidak pantas
ditentukan Undang-undang, maka oleh karena ity formil dapat diterima; dan fidak adil, dan terlalu berat, dan Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan- ‘EE”"“l"'!’CTi"Eﬂl secara |ﬁ$ﬂn maupun tertulis dan sama sekali tidak
alasan Peninjavan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut - mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Bahwa Penggugat telah lama

mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang sebelumnya
belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, sedangkan sekarang Penggugat sudah
tidak lagi bersuamikan Sunardi;

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah dalarn menerapkan hukum dimana
Pemohon Peninjauan Kembali sebelum bekerja di Departemen Keuangan
Pemohon Peninjauan Kembali bekerja di Departemen Keschatan kira-kira 2

tahun sebagai tenaga honorer terhitung tanggal 1 Maret 1986 s/d tanggal 14 3: Eu?hwu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang lebih I::p:.][dljn(uhi Ahukuman
Januari 1993 (bukti terlampir) dan kemudian baru masuk Departemen Kevangan ”“i{)’ﬂ“g berupa PO pangkat pada pangkat yang seqnzkat lebih rendah
tanggal 1 Juli 1993 sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai sckarang. Jadi untuk paling lama 1 (satu) tahun sesuai pasal 4 a PP 30 Tahun 1980;
pertimbangan Majelis. Hakim Agung yang terdapat pada ha_lnm:\n 5 tersebut

| tidak benar dan putusan halaman 6 juga tuduhan tanpa bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Peninjauan-

2. Bahwa tuduban pertimbangan judex fucti pada halaman 6 poin €2 Femohon kembali dipekerjakan kembali, dan harus dirchabilitir nama baik Pemohon Peninjauan

Peninjauan Kembali tidak tahu menahu karena hubungan Pemolion Peninjauan Kembali;
Kembali dengan suami sudah lama retak dan pisah ranjang dan suami Pemohon Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangkan diatas, maka
Peninjasankembi meninggalkan rumah sebelum ada peﬂ?“mﬂ“" pegawal permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dra, Kataring Soemartini tersebut
Departemen Kauangan RI tahun ajaran 1995-1996 dengan bukti Surat Pemyataan beralasan, karena it dapat dikabulkan dengan demikian putusan Mahkamah Agung
dari RT setempat (bukti PL2) dan disamping itu keharusan mendaftarkan tanggal 25 Nopember 1999 No.127 K/TUN/1999 tersebut diatas harus di batalkan;

perceraian tersebut ke Catatan Sipil belum dilaksanakan karena Pemohon
Peninjauan Kembali befum mengambil asli putusan cerai tersebut karena belum
ada biaya tetapi sekarang bukli pengiriman putusan cerai tersebut sudah ada;
3. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 8 point menimbang adalah tidak
benar karena dipertimbangkan bertentangan dengan peraturan yungrbcrluku dan
azas-azas umum pemerintzhan yang baik karena terbulti dengan ridak adgnya
bukti yang akurat yang dindubkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
M:!n‘nrﬂw;mg‘ bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjavan Kembali dapat

Menimbang, bahwa oleh karena Permahonan Peninjauan Kembali dapat diterima
maka menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan maupun yang dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 serta Peraturan Pemerintalh
(PP) No. 30 Tahun 1980 pasal 4 a dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara ini;
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E DILI: ud.

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjavan- Prof. Dr. Valerine J.LK, SHMA
kembali : Dra. KATARINA SOEMARTINL tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1999 No. Panitera Pengganti.
127 K/TUN/1999;

td.

. Ny. Hj. Jurnalis Amrad, SH

—  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
_  Menyatakan batal keputusan Tergugal (BAPEK) pada tanggal 25 Nopember

1997 No. 174/KPTS/BAPEK/1997; 6.000,-
hkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (BAPEK) menerbitkan 1.000,-
Surat Keputusan baru yang berisi : Rp.493.000,-

a. Mengubah hukuman disiplin terhadap Dra. Katarina Soemartini NIF : | Jumlah Rp.  500.000.-
060082992 Penata Muda (golongan 1ilfa) dari pemberhentian dengan hormat ‘ ———
lidak atas permintaan sendir, menjodi penurunan pangkat yang setingkat | e
lebih readah untuk paling lama 1 (satu) tahun; |
b, Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Pemchon Peninjauan Kembali
sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan RI dengan hak-hak
kepegawniannya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan
sebesar Rp.500.000,- (lima rats ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Mahkamah Agung pada
hari Kamis tanggal 31 Juli 2003 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH Hakim Agung
yang ditunjuk oleh Keta Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Dr. H. Mohamad
Laica Marzuki, SH dan Prof. Dr. Valerine JLK, SHMA scbagai Hakim-hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbua untuk umum pada hari it juga oleh
Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH dan
Prof, Dr. Valerine J.LK, SHMA ‘Hakim-hakim Anggota, Ny, Hj. Jumalis Amrad,
SH Peniters Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota Ketua
tud, ud.
Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH Ny. Chairani A, Wani, SH.
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